
     
 
 

 

 

 

 

 
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
PROVINSI  SULAWESI  SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR  25 TAHUN 2021 

 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda 

menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 

Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada; 

  b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program, kegiatan 

dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah 

dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sidenreng 

Rappang  Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 

2022, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2022; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 

2022; 
 

 

 

SALINAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, 

Nomor 1312); 

  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2000-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 



Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 

Tahun 2021 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang 71); 

  8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 

2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 

Nomor 24); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

 1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 

 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 

 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang mejadi 

kewenangan daerah. 

 5. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disingkat Perubahan RPJMD 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah dokumen 

perencanaan jangka menengah periode 5 (lima) tahun yang memuat visi 

dan misi kepala daerah terpilih. 

 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 

2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 



Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal  anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN 

 

Pasal 2 

 
(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan 

program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir  pada 

Tanggal 31 Desember 2022. 

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat program, kegiatan dan sub 

kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah. 

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022. 

(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah 

dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. 

 
BAB III 

ISI DAN URAIAN 

 
Pasal 3 

 
(1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN; 

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU; 

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH; 



BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH; 

BAB V : PENUTUP. 

 

 

(2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 4 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang. 

 

 
                                                           Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 
                                         pada tanggal, 2 Juli 2021  
 

     BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 
                        ttd 

 

             DOLLAH MANDO 
 

 
Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 

pada tanggal, 2 Juli   
                             
           SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 
  

                      ttd 
 

            SUDIRMAN BUNGI  
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021 NOMOR 

25 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
       Sekretariat Daerah Kabupaten 

           Kepala Bagian Hukum  
 
 

 
A.KAIMAL 

 

 
 



 


